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ABSTRACT

Slum areas are aways a concern because of the quality of the environment that is not healthy. The method
used is descriptive analysis and quantitative analysis. The results of this research are the existing conditions
of slum areas in Boepinang Bajo Barat and Bgjo Timur, namely: (1) the area of the slum area reaches 10.32
hectares with (a) the area of the West Bajo sSlum area is 4 Ha; (b) the area of the Slum area of East Bgjo is
6.32 Ha. Slum areas in Boepinang (East Bajo) and West Boepinang (West Bajo) Villages are included in
priority scale one (1). Need attention in settlement management.

Keywords ; West Bgjo, East Bgjo, Slum, Settlements
ABSTRAK

Permukiman kumuh selalu menjadi perhatian karena dari segi kualitas lingkungan yang tidak sehat. Tujuan
dari pendlitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi eksisting Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bgjo Barat
dan Bajo Timur dan untuk mengidentifikasi klasifikasi tingkat kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang
Kumuh Bajo Barat dan Bgjo Timur. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.
Hasil penelitian ini yaitu Kondisi eksisting Kawasan kumuh di Boepinang Bajo Barat dan Bajo Timur
sebagao berikut : (1) luas kawasan kumuh mencapai 10,32 Ha dengan (&) luas Kawasan kumuh Bajo Barat 4
Ha; (b) luas Kawasan kumuh Bgjo Timur 6,32 Ha. Kawasan kumuh di Kelurahan Boepinang (Bajo Timur)
dan Boepinang Barat (Bgjo Barat) masuk skala prioritas satu (1). Perlu Perhatian dalam pengelolaan
permukiman.

Kata Kunci ; Bajo Barat, Bajo Timur, Kumuh, Permukiman
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Studi Klasifikasi Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang

PENDAHULUAN

Pemenuhan 0% Kawasan kumuh merupakan
bagian dari target SDG’s poin 6 (Pada tahun 2030
mencapai akses universal dan merata terhadap air
minum dan sanitas yang aman dan terjangkau bagi
semua). Dalam menjawab tantangan tersebut
pemerintah melalui Kementerian PUPR telah
membuat program 100% akses air minum, 0%
permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang

terkmaktub dalam visum PUPR 2030 (100% hunian
cerdas di wilayah perkotaan). Permukiman kumuh
mempunyai masalah yang bersifat kompleks
diantaranya yaitu pembiaran berkembangnya ruang-
ruang marjina perkotaan, lemahnya pengelolaan
kota, belum adanya pengenalan terhadap kebutuhan
dan persediaan rumah secara utuh dan partisipatif,
dan belum adanya pengembangan sistem
penyediaan perumahan secara utuh (Conyers &
Hills, 1990 dalam Wijaya, 2016). Namum demikian
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masih banyak kawasan yang masih dalam kategori
kumuh seperti kawasan kumuh Boepinang Bajo
Timur dan Bgo Barat Kecamatan Poleang
Kabupaten  Bombana, Sulawess  Tenggara,
Indonesia. Permukiman kumuh selalu menjurus
pada sesuatu hal yang bersifat negatif (Putro, 2011)
Kawasan kumuh Boepinang Bajo Timur dan
Bgo Barat berdasarkan SK kumuh no 208 Tahun
2014 masuk dalam kategori kumuh berat dengan
luas total mencapai 7,13 Ha Tipologi kawasan
kumuh boepinang adalah pesisir atau tepi air dan
merupakan bagian dari kawasan Ibu Kota
Kecamatan  Poleang.  Karateristik  kawasan
permukiman kumuh Boepinang Bgo Timur dan
Bgjo Barat secara umum memiliki mata pecaharian
sebagal nelayan yang artinya sumber pendapatan
dari masyarakat nelayan bagjo timur dan bajo barat
adalah hasil laut, baik ikan, taripang, dan lain - lain.
Permukiman yang terdapat pada kawasan inipun
terbilang masih kumuh, dimana rumah — rumah
masyarakat bajo masih bentuk rumah tinggi,
berdinding papan, bahkan masih beratap rumbia.
Hal lain menjadi perhatian peneliti  adalah
Keberadaan masyarakat suku bagjo masih tetap
mempertahankan budayanya khususnya diwilayah
perkotaan (ibu kota kecamatan) menjadi sebuah
persodlaan daam perkotaan, dimana kawasan
masyarakat Bajo ini menjadi bagian penting dalam
pengembangan wilayah kawasan perkotaan secara
khsusus  maupun  pengembangan  kawasan
keseluruhan wilayah dan sangat berdampak pada

Teknik Analisis Data

Berdasarkan perolehan data primer maupun
data sekunder, sdanjutnya dilakukan analisis
deskriptif ~ kualitatif  yaitu ~ mendeskriptifkan
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kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat
Bao. Permasalahan utama yang terjadi adalah
masalah sanitasi, air minum, jalan lingkungan,
perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat (PHBS),
laju pertumbuhan penduduk, daya tampung dan
daya dukung wilayah. Sehingga diperlukan
penanganan ddam bentuk pencegahan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan
menggunkanan tujuh (7) indikator kekumuhan yaitu
> (1) bangunan gedung; (2) jalan lingkungan; (3)
drainase; (4) ar minum; (5) ar limbah; (6)
persampahan; (7) proteksi kebakaran. Tujuan dari
penelitian ini yaitu bagaimana kondisi existing
Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh Bajo Barat dan
Bgo Timur dan bagaimana klasifikasi tingkat
kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Kumuh
Bgjo Barat dan Bgjo Timur.

METODE PENELITIAN

L okasi Penelitian

Permukiman kumuh merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari konfigurasi struktur ruang
kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota
perlu didasarkan pada pemahaman bahwa
pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan
daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif
rendah di lingkungan permukiman kumuh. Lokasi
penelitian berada Kelurahan Boepinang dan
Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten
Bombana Provins Sulawesi Tenggara.

Gambar 1. Peta Lokas Penel i'tian

keterkaitan dan pengarun antar variabel yang
diperoleh. Analisis deskriptif digunakan sebagai
cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang
ditemukan selama penelitian dilakukan. Analisis ini
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diarahkan pada wuraian deskriptif mengenai
bagaimana kondisi dan mekanisme perkembangan
permukiman Bao Timur dan Bgo Barat serta

Tabel 1. Matriks Metode Analisa
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faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel,
indikator, jenis dan sumber data beserta andisis
dapat dilihat pada Tabel 1.

No Rumusan Masalah \P/aria_b_el Indik_at_or Variabel Jenis dan Sumber Data Metode Analisis
enelitian Penelitian Data
Data Primer yaitu hasil
Bagaimana kondisi (1) Bangunan gedung; (2) observasi dan pengukuran (1)
existing Kawasan Aspek teknis  Jalan lingkungan; (3) Bangunan gedung; (2) Jalan Andlisis
1 Kumuh Boepinang dan aspek non  Drainase; (4) Air minum; (5) lingkungan; (3) Drainase; (4) Deskrintif
Kumuh Bgjo Barat teknis Air limbah; (6) Persampahan;  Air minum; (5) Air limbah; P
dan Bajo Timur ? (7) Proteksi persampahan. (6) Persampahan; (7) Proteks
persampahan.
Bagaimana Data Primer yaitu hasil
klasifikas tingkat (2) Bangunan gedung; (2) observasi dan pengukuran (1)
kekumuhan di Aspek teknis  Jalan lingkungan; (3) Bangunan gedung; (2) Jalan Andlisa
2 Kawasan Kumuh dan aspek non  Drainase; (4) Air minum; (5) lingkungan; (3) Drainase; (4) K uantitatif
Boepinang Kumuh teknis Air limbah; (6) Persampahan;  Air minum; (5) Air limbah;

Bajo Barat dan Bgjo
Timur ?

(7) Proteksi persampahan.

(6) Persampahan; (7) Proteksi
persampahan.

Sumber: Pengolahan Data

Kriteriadan Indikator Penilaian Penentuan
Klasfikasi

Kegiatan penilaian kawasan permukiman
kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada
masing-masing kriteria. Umumnya dimaksudkan
bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang
berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot

kriteria bersifat relatif dan bergantung pada
preferens individu atau kelompok masyarakat
dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria
(Tabel 2). Klasfikasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh terdapat 18 kemungkinan
klasifikasi sehingga dapat ditentukan skala prioritas
penanganan kawasan kumuh (Tabel 3 dan Tabel 4).

Tabd 2. Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan

No. Nilai K eterangan
A. ldentifikasi Kondisi Kekumuhan
1 71-95 Kumuh Berat
2 45-70 Kumuh Sedang
3 19-44 Kumuh Ringan
B. ldentifikasi Legalitas Lahan
1 (+) Status Lahan Legal

2 @)

C. ldentifikasi Pertimbangan Lain

Status Tidak Lahan Legal

1 7-10 Pertimbangan Lain Tinggi
2 4-6 Pertimbangan Lain Sedang
3 1-3 Pertimbangan Lain Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Terdapat 18 kemungkinan  klasifikas 2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak
sebagai berikut : legal;

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan

_ o 3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;

pertimbangan lain sedang, dan status lahan
legdl;
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A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak
legdl;
A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak
legdl;
B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak
legdl;
B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10.B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak
legal;
11.B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12.B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak
legal;
13.C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
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14.C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak
legdl;

15.C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;

16.C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak
legdl;

17.C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;

18.C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan
pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak

legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka
dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai
berikut:

. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1l dan A2;
. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2,
. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

O©CoO~NOOOUITA,WDNPE

Tabel 3. Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh

Aspek Fisik Lahan Pertimbangan Lain  Klasifikass Kumuh  Skala Prioritas
Berat Lahan Legal Tinggi Al 1
Berat Lahan Tidak Lega Tinggi A2 1
Berat Lahan Legal Sedang A3 4
Berat Lahan Tidak Legd Sedang A4 4
Berat Lahan Legal Rendah A5 7
Berat Lahan Tidak Legd Rendah A6 7

Sedang Lahan Legal Tinggi B1 2
Sedang Lahan Tidak Legd Tinggi B2 2
Sedang Lahan Legal Sedang B3 5
Sedang Lahan Tidak Legd Sedang B4 5
Sedang Lahan Legal Rendah B5 8
Sedang Lahan Tidak Lega Rendah B6 8
Ringan Lahan Legal Tinggi C1 3
Ringan Lahan Tidak Legd Tinggi Cc2 3
Ringan Lahan Legal Sedang C3 6
Ringan Lahan Tidak Legd Sedang c4 6
Ringan Lahan Legal Rendah C5 9
Ringan Lahan Tidak Legd Rendah C6 9

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
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Tabel 4. Kriteriadan Indikator Penentuan Urutan Kawasan Prioritas

No. Aspek Kriteria I ndikator Parameter Nilai Sumber Data
A. ldentifikasi Kondisi Kekumuhan
Kondisi Bangunan  Ketidakteraturan Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, 76% - 100% bangunan pada 5
Gedung Bangunan meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan lokasi tidak memiliki keteraturan
tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 51% - 75% bangunan pada 3
Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata lokasi tidak memiliki keteraturan Dokumen RDTR & RTBL,
kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan 25% - 50% bangunan pada Format Isian, Observasi
blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan lokasi tidak memiliki keteraturan 1
elevasi |antai, konsep identitas lingkungan, konsep
orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
Tingkat Kepadatan KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 76% - 100% bangunan memiliki 5
Bangunan KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL;  lepadatan tidak sesual ketentuan
dan/atau 51% - 75% bangunan memiliki 5 DD‘k’k“me”ISgTEO& ;TIB.'-'
K epadatan bangunan yang tinggi padalokasi, yaitu: lepadatan tidek sesuai ketentuan ° umenpaa L’oka;m san,
untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha 25% - 50% bangunan memiliki 1
untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha lepadatan tidak sesuai ketentuan
Ketidaksesuaian Kond|5| bangunan padalokas tidak memenuhi persyaratan: 76% - 100% bangunan pada
dengan Persyaratan - pengendalian dampak lingkungan lokasi tidak memenuhi 5
Teknis Bangunan pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di persyaratan teknis
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum 51% - 75% bangunan pada lokasi .
keselamatan bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan 3 \S/manq;ar {a,'wFBorggtsérs\grsl‘
kesehatan bangunan gedung teknis
kenyamanan bangunan gedung 25% - 50% bangunan pada lokasi
kemudahan bangunan gedung :gj(ak memenuhi persyaratan 1
nis
Kondisi Jalan Cakupan Pelayanan Sebagian lokas perumahan atau permukiman tidak terlayani 76% - 100% areatidak terlayani 5
Lingkungan Jalan Lingkungan dengan jalan oleh jaringan jalan lingkungan
lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis 51% - 75% areatidak terlayani 3 Wawancara, Format
oleh jaringan jalan lingkungan Isian, PetaLokasi, Observasi
25% - 50% area tidak terlayani
L . ’ 1
oleh jaringan jalan lingkungan
Kualitas Permukaan Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan 76% - 100% area memiliki
Jalan Lingkungan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman kualitas permukaan jalan yang 5
buruk Wawancara, Format
51% - 75% area memiliki kualitas . . .
h 3 Isian, Peta Lokasi, Observasi
permukaan jalan yang buruk
25% - 50% area memiliki kualitas 1
permukaan jalan yang buruk
Kondisi K etidaktersediaan Masyarakat padalokas perumahan dan permukiman tidak 76% - 100% populasi tidak dapat 5
Penyediaan Air Akses Aman Air dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas mengakses air minum yang aman
Minum Minum tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa 51% - 75% populasi tidak dapat 3 Wawancara, Format
mengakses air minum yang aman Isian, Observasi
25% - 50% populasi tidak dapat 1
mengakses air minum yang aman
K etidakterhubungan Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau  76% - 100% populasi tidak
dengan Sistem permukiman tidak mencapa minimal sebanyak 60 terpenuhi kebutuhan air minum 5
Drainase Perkotaan liter/orang/hari minimalnya Wawancara, Format
51% - 75% populasi tidak lsian. Observasi
terpenuhi kebutuhan air minum 3 '
minimalnya
25% - 50% populasi tidak 1
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No.

Aspek

Kriteria

I ndikator

Parameter

Nilai

Sumber Data

terpenuhi kebutuhan air minum
minimalnya

Kondisi Drainase
Lingkungan

K etidakmampuan
mengalirkan Limpasan
Air

Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan
limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi
lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari
2 kali setahun

76% - 100% areaterjadi
genangan>30cm, > 2 jam dan > 2
X setahun

51% - 75% areaterjadi
genangan>30cm, > 2 jam dan > 2
X setahun

25% - 50% area terjadi
genangan>30cm, > 2 jam dan > 2
X setahun

Wawancara, Format
Isian, Observasi

Ketidaktersediaan
Drainase

Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada
lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier
dan/atau saluran lokal

76% - 100% areatidak tersedia
drainase lingkungan

51% - 75% areatidak tersedia
drainase lingkungan

25% - 50% area tidak tersedia
drainase lingkungan

Wawancara, Format
Isian, Peta RIS, Observasi

Ketidakterhubungan
dengan Sistem
Drainase Perkotaan

Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran
pada hirarki di

atasnya sehingga menyebabkan air tidak

dapat mengalir dan menimbulkan genangan

76% - 100% drainase lingkungan
tidak terhubung dengan hirarki di
atasnya

51% - 75% drainase lingkungan
tidak terhubung dengan hirarki di
atasnya

25% - 50% drainase lingkungan
tidak terhubung dengan hirarki di
atasnya

Wawancara, Format
Isian, Peta RIS, Observasi

Tidak Terpeliharanya
Drainase

Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran
drainase lingkungan pada

lokasi perumahan atau permukiman,baik:
pemeliharaan rutin; dan/atau

pemeliharaan berkala

76% - 100% area memiliki
drainase lingkungan yang kotor
dan berbau

51% - 75% area memiliki
drainase lingkungan yang kotor
dan berbau

25% - 50% area memiliki
drainase lingkungan yang kotor
dan berbau

Wawancara, Format
Isian, Peta RIS, Observasi

Kualitas Konstruks
Drainase

Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah
tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah
terjadi kerusakan

76% - 100% areamemiliki
kualitas kontrsuksi drainase
lingkungan buruk

51% - 75% area memiliki kualitas
kontrsuks drainase lingkungan
buruk

25% - 50% area memiliki kualitas
kontrsuks drainase lingkungan
buruk

Wawancara, Format
Isian, Peta RIS, Observasi

Kondisi
Pengelolaan Air
Limbah

Sistem Pengelolaan
Air Limbah Tidak
Sesuai Standar Teknis

Pengelolaan air limbah pada lokas perumahan atau
permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu
kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik
secara individual/domestik, komunal maupun terpusat

76% - 100% areamemiliki sistem
air limbah yang tidak sesuai
standar teknis

51% - 75% area memiliki sistem
air limbah yang tidak sesuai
standar teknis

25% - 50% area memiliki sistem
air limbah yang tidak sesuai

Wawancara, Format
Isian, Peta RIS, Observasi
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No. Aspek Kriteria I ndikator Parameter Nilai Sumber Data
standar teknis
Prasarana dan Sarana Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah 76% - 100% area memiliki
Pengelolaan Air pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: sarprasair limbah tidak sesuai 5
Limbah Tidak Sesuai kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik ~ persyaratan teknis
dengan Persyaratan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat 51% - 75% areamemiliki sarpras Wawancara, Format
Teknis atau terpusat air limbah tidak sesuai 3 lsian PetaRIS. Observasi
persyaratan teknis ' '
25% - 50% area memiliki sarpras
air limbah tidak sesuai 1
persyaratan teknis
Kondisi Prasarana dan Sarana Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi 76% - 100% area memiliki
Pengelolaan Persampahan Tidak perumahan atau permukiman tidak sesual dengan sarpras pengelolaan persampahan 5
Persampahan Sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: yang tidak memenuhi persyaratan
Persyaratan Teknis tempat sampah dengan pemilahan sampah padaskala ~ teknis
domestik atau rumah tangga; 51% - 75% area memiliki sarpras
tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R pengelolaan persampahan yang 3 Wawancara, Format
(reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; tidak memenuhi persyaratan Isian, Peta RIS, Observasi
gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala teknis
lingkungan; dan 25% - 50% area memiliki sarpras
tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) padaskala  Pengelolaan persampahan yang 1
lingkungan. tidak memenuhi persyaratan
teknis
Sistem Pengelolaan Pengel olaan persampahan pada lingkungan perumahan 76% - 100% area memiliki sistem 5
Persampahan yang atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai persampahan tidak sesuai standar
Tidak Sesuai Standar berikut: 51% - 75% area memiliki sistem 3
Teknis pew adahan dan pemilahan domestik; persampahan tidak sesuai standar ~Wawancara, Format
pengumpulan lingkungan; 25% - 50% area memiliki sistem Isian, Peta RIS, Observasi
pengangkutan lingkungan; persampahan tidak sesuai standar 1
pengolahan lingkungan
Tidak Terpeliharanya Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana 76% - 100% area memiliki
Saranadan Prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau sarpras persampahan yang tidak 5
Pengelolaan permukiman, baik: terpelihara
Persampahan pemeliharaan rutin; dan/atau 51% - 75% area memiliki sarpras
pemelinaren berkdla persarmpabian yang tiek 3 |gan, PeaRIS, Observesi
terpelihara ’ '
25% - 50% area sarpras
persampahan yang tidak 1
terpelihara
Kondisi Proteksi Kondisi Proteksi Tidak tersedianya prasarana proteks kebakaran pada 76% - 100% area tidak memiliki 5
Kebakaran Kebakaran lokasi, yaitu: prasarana proteksi kebakaran
pasokan air; 51% - 75% area tidak memiliki 3 W Format
jalan lingkungan; prasarana proteksi kebakaran _Wawancarg, Formal
sarana komunikasi; 25% - 50% area tidak memiliki Isian, Peta RIS, Observas
data sistem proteksi kebakaran lingkungan;dan prasarana proteksi kebakaran 1
bangunan pos kebakaran
Ketidaktersediaan Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran padalokasi,  76% - 100% areatidak memiliki 5
Sarana Proteksi yaitu: sarana proteksi kebakaran
Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 51% - 75% areatidak memiliki 3 Wawancara, Format
mobil pompa; sarana proteks kebakaran Isian, Peta RIS, Observasi
mobil tangga sesuai kebutuhan; dan 25% - 50% area tidak memiliki 1

peralatan pendukung lainnya

sarana proteksi kebakaran
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No. Aspek Kriteria I ndikator Parameter Nilai Sumber Data
B. Identifikasi Legalitas Lahan
Legalitas Kejelasan Status Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: Keseluruhan lokasi memiliki
Lahan Penguasaan Lahan kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak ~ kejelasan status penguasaan o)
atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lahan, baik milik sendiri atau Wawancara, Format Isian
lainnyayang sah; atau milik pihak lain Dokumen Pertanahan !
kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), Sebagian atau keseluruhan lokasi Observasi ’
dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak ~ tidak memiliki kejelasan status o
atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian penguasaan lahan, baik milik
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik sendiri atau milik pihak lain
tanah Keseluruhan lokasi berada pada
zona peruntukan )
perumahan/permukiman sesuai
RTR Wawancara, Format Isian,
Sebagian atau keseluruhan lokasi RTRW, RDTR, Observasi
berada bukan pada zona
peruntukan perumahan/permuki )
man sesual RTR
C. ldentifikas Pertimbangan Lain
Pertimbangan Nilai Strategis Lokasi Pertimbangan Letak lokasi perumahan atau Lokasi terletak pada fungsi 5
Lain permukiman pada: strategis kabupaten/kota .
fungsi strategis kabupaten/kota; atau Lokasi tidak terletak padafungsi gggﬁfgf;@?ﬁ/ﬁ
bukan fungsi strategi kabupaten/kota strategis Kabupaten/ kota 1 ' ’
Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada |okasi Untuk Kota Metropolitan
perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: Kepadatan Penduduk pada Lokasi
rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 sebesar >400 Jiwa/Ha 5
jiwalha; Untuk Kota Sedang & Kota Kecil
sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 Kepadatan Penduduk pada Lokasi Wawancara, Format Isian,
jiwalha sebesar >200 Jiwa/Ha Statistik, Observasi
tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 Kepadatan Penduduk pada L okasi 3
jiwalha; sebesar 150-200 Jwa/Ha
sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 Kepadatan Penduduk pada 1
jiwalha; Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha
Kondisi Sosial, Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan Lokasi memiliki potens sosial,
Ekonomi, dan Budaya atau permukiman berupa: ekonomi dan budaya untuk 5
potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dikembangkan atau dipelihara
dalam mendukung pembangunan; Lokasi tidak memiliki potensi
potensi ekonomi  yaitu adanya kegiatan ekonomi sosial, ekonomi dan budaya untuk Wawancara, Format Isian,
tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat dikembangkan atau dipelihara Observasi
setempat; 1

potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keurahan Boepinang (Bajo Timur)

Secara astronomis Letak Kawasan Kumuh
Kelurahan Boepinang terletak pada 4°47'02,08"
Lintang Selatan dan 121°35'10,43" Bujur Timur.
Secara Administratif Kelurahan Boepinang terdiri
atas 5 dusun/lingkungan, dengan luas wilayah
Kelurahan sebesar 4,22 km? dan luas wilayah
kawasan kumuh sebesar 4 Ha atau sekitar 0,948 %
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dari luas wilayah kelurahan Boepinang secara
keseluruhan. Sedangkan jarak kelurahan Boepinang
ke ibukota kecamatan sebesar 0,5 km.

Kelurahan Boepinang adalah sdah satu
kelurahan yang secara administratif masuk ke dalam
wilayah Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.
Karakteristik Kelurahan Boepinag merupakan
permukiman yang berada di wilayah pesisir dan di
atas air dengan kegiatan utama masyarakat di

bidang perikanan, perdagangan dan jasa.

e

Gambar 2. Lokas Kawasan Kumuh K elurahan Boepinang

Kondis Fisk Kawasan

Kgjian mengenai permukiman kumuh pada
umumnya mencakup tiga hal, yaitu kondis fisik,
kondisi sosia ekonomi budaya komunitas yang
bermukim dipermukiman, dan dampak oleh kedua
kondisi tersebut (Santosa, 2007). Penelitian
memfokuskan pada kondis fisik kawasan.

Kondis fisk tampak dari aspek bangunan
gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, air
limbah, persampahan dan proteks kebakaran.

Luas kawasan permukiman kumuh kawasan
Boepinang berdasarkan delineasi kawasan adalah +
4 Ha, sedangkan berdasarkan SK Kumuh No 208
tahun 2014 luas kawasan kumuh adalah 1,59 Ha.
Data-data kondisi kekumuhan kawasan permukiman
kumuh kawasan Boepinang ditinjau dari indikator
diperoleh dari survei lapangan. Adapun kondis
fisik kawasan Boepinang dijabarkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persentase Kondisi Fisik Kekumuhan Kawasan Boepinang (Bajo Timur)

Aspek Kriteria Parameter Per sentase K eterangan
. bangunan pada lokasi
Ketidakteraturan tidak memiliki 95% 157 Unit
bangunan keteraturan
. bangunan memiliki
Bangunan Gedung g;zgl;;:]talr(]epadatan kepadatan tidak sesuai 37% 61 Unit
9 ketentuan
Ketidaksesuaian bangunan pada lokasi
dengan persyaratan tidak memenuhi 87% 144 Unit
teknis persyaratan teknis
areatidak terlayani oleh
Cakupan pelayanan . oo iofan 38% 63 Unit
jalan lingkungan lingkungan
Jalan Lingkungan
K ualitas permukaan area memiliki kualitas
P permukaan jalan yang 91% 440 m

jalan

buruk




JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

Aspek Kriteria Parameter Per sentase K eterangan
K etidakmampuan area terjadi
mengalirkan limpasan  genangan>30cm, > 2 96% 155 m
air jamdan > 2 x setahun
Ket_l daktersediaan aregtldak_ tersedia 24% el m
drainase drainase lingkungan
Ketidakterhubungan drainase lingkungan
Drainase dquan sistem ti Qak t.erhubung dengan 71% 115 m
drainase perkotaan hirarki di atasnya
i . areamemiliki drainase
g' d.ak terpeliharanya lingkungan yang kotor 95% 154 m
rainase
dan berbau
. . area memiliki kualitas
K“‘.”" itas konstruks kontrsuks drainase 85% 138 m
drainase -
lingkungan buruk
) populasi tidak dapat
Keterse_dlaa_nn akses mengakses air minum 52% 86 SR
o aman air minum yang aman
Alr Minum Keterhubungan populasi tidak terpenuhi
dengan sistem kebutuhan air minum 47% 78 SR
drainase kota minimalnya
Sistem pengelolaan areamemiliki sistem air
air limbah tidak sesuai  limbah yang tidak 86% 142 Unit
standar teknis sesual standar teknis
Air Limbah Prasarana dan sarana .
pengelolaan air areamemiliki sarpras
limbah tidak sesuai air limbah tidak sesuai 82% 135 Unit
dengan persyaratan persyaratan teknis
teknis
areamemiliki sarpras
Prasarana dan sarana
persampahan tidak pengelolaan
; persampahan yang 97% 160 Unit
sesuai dengan idak hi
ersyaratan teknis u memenunt.
P persyaratan teknis
Sistem pengelolaan iliki s
Persampahan persampahan yang areamemiliki sistem .
. ; persampahan tidak 67% 111 Unit
tidak sesuai standar sesuai standar
teknis
Tidak tersedia sarana e
dan prasarana areamemiliki sarpras _
persampahan yang 97% 160 Unit
pengelolaan . i
tidak terpelihara
persampahan
K etidaktersediaan areatidak memiliki
prasarana proteksi prasarana proteksi 90% 149 Unit
Proteksi kebakaran kebakaran
Kebakaran Ketidaktersediaan ~ areatidak memiliki
sarana proteksi sarana proteksi 100% 165 Unit
kebakaran kebakaran
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Sumber : Hasil Andisis, 2020

2. Kdurahan Boepinang Barat (Bajo Barat)
Secara astronomis Letak Kawasan Kumuh
Kelurahan Boepinang Barat terletak pada
4°47'00,98" Lintang Selatan dan 121°34'52,46"
Bujur Timur. Secara Administratif Kelurahan
Boepinang Barat terdiri atas 5 dusun/lingkungan,
dengan luas wilayah Kelurahan sebesar 4,64 knm?
dan luas wilayah kawasan kumuh sebesar 6,32 Ha

atau sekitar 1,362 % dari luas wilayah kelurahan
Boepinang Barat secara keseluruhan. Sedangkan
jarak kelurahan Boepinang Barat ke ibukota
kecamatan sebesar 0,5 km. Kelurahan Boepinag
Barat adalah sadlah satu kelurahan yang secara
administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan
Poleang Kabupaten Bombana  Karakteristik
Kelurahan Boepinag Barat merupakan permukiman
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yang berada di wilayah pesisir dan di atas air
dengan kegiatan utama masyarakat di bidang

LAUT
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perikanan, perdagangan dan jasa (Gambar 3).

Gambar 3. Lokas Kawasan Kumuh Kelurahan Boepinang Barat
Sumber : Hasil Pemetaan, 2020

Kondis Fisk Kawasan

Permukiman kumuh dalam kaitannya dengan
masalah perkotaan, apabila dilihat dari kondis fisik
lingkungan yang tidak memadai, sedangkan kondisi
geografisnya layak untuk dihuni, bersifat legal atau
secara hukum diakui kepemilikannya (Drakakish,
2020 dalam Syamsiar, 2020) aspek bangunan
gedung, jalan lingkungan, drainase, air minum, air
limbah, persampahan dan proteksi kebakaran.

Luas kawasan permukiman kumuh kawasan
Boepinang Barat berdasarkan delineas kawasan
adalah + 6,32 Ha sedangkan berdasarkan SK
Kumuh No 208 tahun 2014 luas kawasan kumuh
addlah 554 Ha. Data-data kondis kekumuhan
kawasan permukiman kumuh kawasan Boepinang
Barat ditinjau dari indikator diperoleh dari survey
lapangan. Adapun kondisi fisik kawasan Boepinang
dijabarkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase Kondis Fisik Kekumuhan Kawasan Boepinang Barat (Bgjo Barat)

Aspek Kriteria Parameter Persentase K eterangan
Ketidakteraturan banggnan pada lokasi tidak 93% 265 Unit
bangunan memiliki keteraturan

. bangunan memiliki
Tingkat kepadatan | oo ioton tidak sesuai 38% 108 Unit
Bangunan Gedung  bangunan K
etentuan
Ketidaksesuaian bangunan pada lokasi tidak
dengan persyaratan memenuhi persyaratan 85% 242 Unit
teknis teknis
_Cakup_an pelayanan _are_atldal_< terlayanl oleh 36% 103 Unit
. jalan lingkungan jaringan jalan lingkungan
Jalan Lingkungan . s )
Kualitas permukaan areamemiliki kualitas
. ; 89% 1187 m
jalan permukaan jalan yang buruk
K etidakmampuan areaterjadi
mengalirkan limpasan  genangan>30cm, > 2 jam 71% 947 m
ar dan > 2 x setahun
Ket_ldaktersedlaan a}reatldak tersediadrainase 51% 680 m
drainase lingkungan
Ketidakterhubungan drainase lingkungan tidak
Drainase den_gan sistem terhubung dengan hirarki di 67% 894 m
drainase perkotaan atasnya
. . area memiliki drainase
-(Ij-'d.ak terpeliharanya lingkungan yang kotor dan 73% 974 m
rainase
berbau
Kualitas konstruksi areamemiliki kualitas 24% 987 m

drainase

kontrsuks drainase
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Aspek Kriteria Parameter Persentase Keterangan
lingkungan buruk
) populasi tidak dapat
Keterse_dlaa_nn akses mengakses air minum yang 53% 151 SR
aman air minum
Air Minum aman - .
K eterhubungan populasi tidak terpenuhi
dengan sistem kebutuhan air minum 51% 145 SR
drainase kota minimalnya
Sistem pengelolaan area memiliki sistem air
air limbah tidak sesuai  limbah yang tidak sesuai 87% 248 Unit
standar teknis standar teknis
Air Limbah Prasarana dan sarana . .
pengelolaan air areamemiliki sarprasair
limbah tidak sesuai limbah tidak sesuai 80% 228 Unit
dengan persyaratan persyaratan teknis
teknis
Prasaranadan sarana  areamemiliki sarpras
persﬂnpahan tidak pengellol aan persampahan 95% 71 Unit
sesuai dengan yang tidak memenuhi
persyaratan teknis persyaratan teknis
Sistem pengelolaan iliki s
ersampahan yang areamemiliki sistem .
Persampahan p ) persampahan tidak sesuai 67% 191 Unit
tidak sesual standar
) standar
teknis
Tidak tersedia sarana L
dan prasarana areamemiliki sarpras _
persampahan yang tidak 89% 254 Unit
pengelolaan :
terpelihara
persampahan
K etidaktersediaan areatidak memiliki
prasarana proteksi prasarana proteksi 90% 257 Unit
Proteksi kebakaran kebakaran
Kebakaran K eti daktersediaan . .
; areatidak memiliki sarana )
sarana proteksi . 100% 285 Unit
proteksi kebakaran
kebakaran

Sumber : Hasil Andlisis, 2020.

3. Perbandingan Delinas Kawasan Kumuh

Boepinang dan Boepinang Bar at

Delinasi kawasan kumuh Boepinang (Bgo
Timur) dan Boepinang Barat (Bagjo Barat) dilakukan
dengan survey lapangan menggunakan poto drone

yang diolah menjadi citra untuk selanjutnya
dilakukan delinasi sehingga diperoleh hasil luasan
kawasan kumuh. Hasil delinas tersebut kemudian
dibandingkan dengan hasil delinasi berdasarkan SK
Kumuh No 208 tahun 2014 (Tabel 7).

Tabel 7. Perbandingan Hasil Delinasi Kawasan Kumuh

SK No. 208 Tahun 2014 Hasil Delinasi
Luas Kumuh Luas Kumuh
K ecamatan Desa/K elurahan Sesuai SK (Ha) K ecamatan Desa/K elurahan (Ha)
Boepinag Barat 5.54 Boepinag Barat 6.32
Poleang Boepinag 1.59 Poleang Boepinag 4
Total Kawasan 1 7.13 Total Kawasan 1 10.32

Sumber : SK Kumuh No 208 Tahun 2014 dan hasil Survey (diolah).

Berdasarkan Tabel 8 perbandingan hasil
delinas kawasan kumuh antara delinas hasil SK
kumuh dan hasil delinasi survei di lapangan didapati
terjadi perbedaan. Luas delinas kawasan kumuh

berdasarkan SK kumuh. Ha diakibatkan oleh
berkembangnya wilayah permukiman dari tahun
2014 hingga tahun 2020. Adapun perbedaan
luasannya adalah 3,19 Ha (Gambar 4 dan 5).

hasil survey lebih luas daripada hasil delinas
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Gambar 4. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 dan 2020 di Boepinang Barat (Bgjo Barat)

Gambar 5. Peta Delinasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 dan 2020 di Boepinang (Bgjo Timur)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh telah memberikan kriteria
kekumuhan. Berdasarkan hal tersebut maka pada
Tabel 8 merupakan klasifikasi tingkat kekumuhan di
Kelurahan Boepinang (Bgjo Timur) dan Boepinang
barat (Bgo Barat) dengan kriteria identifikas

kondis kekumuhan adalah kumuh berat, lau
kriteria legalitas lahan masuk dalam kategori
klasifikasi lahan tidak legal, dan kriteria
pertimbangan lain masuk dalam klasifikas A2
sehingga dapat disimpulkan kawasan kumuh di
Kelurahan Boepinang dan Boepinang barat
masuk skala prioritas satu (1).



JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

83

Tabel 8. Hasl| Identifikas Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh

Poleang
Aspek Kriteria Boepinang Boepinang Barat
(Bajo Timur) (Bajo Barat)
Identifikasi Kondisi Kekumuhan
Bangunan K etidakteraturan bangunan 5 5
Gedung Tingkat kepadatan bangunan 1 1
K eti daksesuai an dengan persyaratan teknis 5 5
Jalan Cakupan pelayanan jalan lingkungan 1 1
Lingkungan Kualitas permukaan jalan 5 5
Drainase K eti dakmampuan mengalirkan limpasan air 5 3
K etidaktersediaan drainase 1 3
K etidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan 3 3
Tidak terpeliharanyadrainase 5 3
Kualitas konstruksi drainase 5 3
Air Minum K etersediaan akses aman air minum 3 3
Keterhubungan dengan sistem drainase kota 1 3
Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah tidek sesuai standar teknis 5 5
Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan 5 5
persyaratan teknis
Persampahan Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 5 5
persyaratan teknis
Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis 3 3
Tidak tersedia sarana dan prasarana pengel olaan persampahan 5 5
Proteksi K etidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 5 5
Kebakaran K etidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 5 5
Total 73 71
Kategori Klasifikas Berat Berat
Legalitas Lahan
Kejelasan status penguasaan lahan -1 -1
K esesuaian zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 1 1
. Kepemilikan IMB Bangunan -1 -1
LegalitasLahan  Tqtq 1 1
Kategori Klasifikas Lahan T2k | ahen Tidk Legal
egal
Pertimbangan lain
Nilai strategis|okasi 5 5
. K ependudukan 3 3
Pertl?;p:n gan Kondisi sosial, ekonomi dan budaya 5 5
Total 13 13
Kategori Klasifikasi Tinggi Tinggi
Klasifikas Kekumuhan A2 A2
Skala Prioritas 1 1

Sumber : Hasil Analisis 2020

Penanganan permukiman kumuh pada Tabel
8 di Bgo Barat dan Bgo Timur menghasikan A2
yaitu lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain
tinggi, dan status lahan tidak legal. Para ahli
mempunyai pandangan mengenai pilihan-pilihan
strategi penanganan permukiman kumuh
berdasarkan persebarannya. Adapun pilihan-pilihan
yang ditawarkan yaitu, (1) melakukan perbaikan
dan pemugaran, peremgjaan dan relokasi. Hal ini
dinamakan sebagai penangan terpadu (Emerson,
2011); (2) melakukan penataan permukiman kumuh
(Supriyatno, 2014); (3) Penerapan konsep

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat
(Ddjoeni, 1997 dalam Sutiarti (2006), Hardian
(2016); (4) Redevelopment (Priatmodjo (2003)
dalam Hasni, 2010; (5) melaksanakan revitalisas
baik dari keadaan fisik, lingkungan, sosid,
ekonomi, dan budaya) (Nuissl dan Heinrichs (2013).

KESIMPULAN
Kondis eksisting Kawasan kumuh di

Boepinang Bajo Barat dan Bajo Timur sebagao
berikut : (1) luas kawasan kumuh mencapai 10,32
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Ha dengan (@) luas Kawasan kumuh Bagjo Barat 4
Ha, (b) luas Kawasan kumuh Bajo Timur 6,32 Ha
Kawasan kumuh di Kelurahan Boepinang dan
Boepinang barat masuk skala prioritas satu (1).

Ucapan Terima Kash: Terimakasih kepada
seluruh pihak yang telah membantu khususnya
masyarakat Kawasan Kumuh Boepinang di Bgo
Barat dan Bajo Timur sehingga penelitian ini dapat
terselesaikan dengan baik dan berbagai kendala
dapat dihadapi dan terselesaikan.
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